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Pernyataan Penulis  Abstract 
Penulis menyatakan bahwa 
penelitian ini dilakukan 
tanpa adanya hubungan 
komersial atau keuangan 
yang dapat dianggap 
sebagai potensi konflik 
kepentingan. 

 Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemenuhan 
nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso 
serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Kajian ini 
berangkat dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur 
kewajiban nafkah anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan realitas pelaksanaannya di 
masyarakat. 

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan metode hukum normatif 
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan 
konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan 
hukum primer; bahan hukum sekunder; serta bahan hukum tersier sebagai 
penunjang analisis. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan 
menitikberatkan pada sinkronisasi antara norma hukum dan implementasi 
yuridis.  

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 
kewajiban nafkah anak belum berjalan efektif karena dipengaruhi oleh faktor 
internal seperti kondisi emosional dan budaya hukum individu, serta faktor 
eksternal berupa lemahnya ekonomi, ketiadaan sanksi hukum, dan 
kurangnya dukungan kelembagaan. 

Implikasi: Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan 
efektivitas hukum sebagai instrumen perlindungan anak dan rekayasa sosial.  

Kata kunci: Nafkah Anak; Perceraian; Pengadilan Agama  

 

Pendahuluan 

Perkawinan merupakan institusi hukum yang diatur secara ketat dalam sistem hukum Indonesia 

sebagai wujud perlindungan terhadap ketertiban sosial dan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam 

perspektif normatif, perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah antara seorang pria dan wanita, tetapi 

juga merupakan kesepakatan spiritual yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan,(Saputra & Saputra, 2024). Dalam konteks hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

memperkuat hal ini dengan menempatkan perkawinan sebagai mitsaqan ghalidhan,  yaitu perjanjian 
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yang sangat kuat yang dilandasi oleh perintah Allah SWT,(Hikmatullah, 2022). Pada kenyataan sosial, 

tidak semua rumah tangga berjalan sesuai dengan tujuan luhur perkawinan. Fenomena perceraian 

menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi dan tujuan keluarga. Perceraian sering kali 

menimbulkan dampak sosial dan hukum, khususnya terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan 

tersebut,(Sebriyani, 2023). Anak menjadi korban utama dalam relasi keluarga yang tidak harmonis, 

termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya,(Siregar et al., 2023). 

Secara doktrinal, hukum perdata dan hukum Islam mewajibkan orang tua, khususnya ayah, 

untuk tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak meskipun telah bercerai. Pasal 41 dan Pasal 156 

huruf (d) UU Perkawinan menyebutkan bahwa ayah berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan 

anak sampai anak tersebut dewasa,(Jannah & Nurbaedah, 2022). Ketentuan ini diperkuat oleh 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 yang menekankan pentingnya penetapan 

kewajiban nafkah anak pasca perceraian demi menjamin keadilan dan kepastian hukum,(Rohmawati 

& Siddik, 2022). Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan 

bahwa keberhasilan hukum tidak semata ditentukan oleh norma yang berlaku, tetapi juga oleh 

implementasinya di masyarakat,(Nasir et al., 2022). Dalam kaitan ini, teori Law as a Tool of Social 

Engineering dari Roscoe Pound memberikan landasan bahwa hukum harus mampu berfungsi sebagai 

instrumen rekayasa sosial yang mengarahkan perubahan sosial ke arah yang diinginkan(Purnama & 

Iskandar, 2024), termasuk perlindungan terhadap anak pasca perceraian. 

Dalam praktiknya, ketentuan normatif tersebut sering tidak berjalan efektif. Data empiris yang 

diperoleh dari Pengadilan Agama Arso menunjukkan adanya ketimpangan serius antara perintah 

hukum dan pelaksanaannya. Dari 450 perkara perceraian yang diterima antara tahun 2019–2023, hanya 

sekitar 10 perkara yang menyertakan tuntutan nafkah anak, dan dari jumlah tersebut, hanya sebagian 

kecil yang benar-benar dijalankan oleh mantan suami,(Saleh et al., 2023). Kondisi ini mencerminkan 

adanya masalah struktural dan kultural dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Lemahnya 

penegakan putusan pengadilan, minimnya kesadaran hukum dari para pihak, serta tidak adanya 

mekanisme kontrol terhadap kepatuhan terhadap putusan menjadi faktor utama gagalnya pemenuhan 

nafkah anak,(Saputra & Saputra, 2024). Padahal, keberlangsungan hidup anak bergantung pada 

terpenuhinya hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang 

layak. 

Kasus konkret seperti yang tercatat dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Ars 

menggambarkan secara nyata bagaimana mantan suami mengingkari kewajiban hukum yang telah 

disepakati dalam mediasi dan ditetapkan dalam putusan pengadilan. Keengganan untuk bertemu dan 

menunaikan kewajiban nafkah, disertai dengan faktor sosial seperti pernikahan baru dan kondisi 

ekonomi mantan istri yang sakit-sakitan, menambah kompleksitas persoalan ini,(Syarifudin et al., 

2022). Fenomena tersebut tidak berdiri sendiri. Beberapa penelitian sebelumnya juga menyoroti 

permasalahan serupa, meskipun dalam wilayah hukum yang berbeda. Misalnya, penelitian Jamiliya 

Susantin (2014) di Sumenep, Winda Annisa (2020) di Pekanbaru, serta Khamim Choirun Nasiruddin 

(2021) di Kabupaten Madiun, semuanya mengidentifikasi lemahnya kepatuhan terhadap pemenuhan 

nafkah anak sebagai akibat perceraian,(Azani & Cysillia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa isu hukum 

ini bersifat sistemik dan memerlukan perhatian lintas wilayah hukum. 

Penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengungkap faktor-faktor 

determinan yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dari perspektif 

sosiologis dan yuridis. Belum banyak kajian yang menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum 

dan teori hukum sosiologis sebagai landasan analisis dalam konteks wilayah hukum Pengadilan 

Agama Arso, Papua. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara studi-studi sebelumnya yang 

cenderung deskriptif dengan kebutuhan analisis yang lebih mendalam terhadap efektivitas 

pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah anak. Kesenjangan ini menciptakan urgensi akademik 

dan praktis untuk melakukan penelitian yang tidak hanya menjelaskan fenomena, tetapi juga 

menawarkan pembaruan gagasan dan solusi konkret. Pertanyaan penting yang muncul dari situasi ini 
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adalah: sejauh mana pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca perceraian berjalan efektif di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Arso? Apa saja faktor penghambat maupun pendukung terhadap 

implementasi putusan pengadilan terkait nafkah anak? Dan bagaimana peran norma hukum, aparat 

penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam mendukung perlindungan hak anak? 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan pendekatan 

yuridis-sosiologis guna memperoleh pemahaman yang holistik mengenai dinamika hukum keluarga 

di tingkat lokal. Kajian ini sekaligus bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan 

instrumen hukum dalam menjamin keberlangsungan hidup anak pasca perceraian. Kebaruan dari 

penelitian ini terletak pada analisis yang menitikberatkan pada efektivitas hukum menggunakan dua 

teori hukum kontemporer, serta fokus wilayah penelitian yang belum banyak dijadikan objek kajian 

ilmiah. Selain itu, penelitian ini akan merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap putusan nafkah anak melalui penguatan institusional dan 

pendekatan berbasis keadilan restoratif. Penelitian ini untuk mengisi kekosongan akademik, yang 

diharapkan dapat memberikan dampak praktis bagi dunia peradilan agama, pembuat kebijakan, dan 

masyarakat luas dalam upaya memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun keluarga 

mereka telah terpecah oleh perceraian. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasuistik, yang 

direlevansikan dengan latar belakang permasalahan mengenai efektivitas pelaksanaan kewajiban 

nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso. Penelitian ini dirancang 

dengan memadukan metode kualitatif melalui pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji 

dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan sebagai data 

sekunder, serta didukung oleh data primer yang diperoleh melalui teknik purposive sampling 

terhadap pihak-pihak yang relevan, seperti hakim, mantan pasangan suami istri, dan pihak terkait 

lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi, dengan instrumen 

penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan isu hukum yang telah dibatasi 

dalam penelitian. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan 

mengorganisir, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data berdasarkan kategori hukum dan teori 

efektivitas hukum, guna menjawab pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana pemenuhan nafkah 

anak pasca perceraian berjalan efektif. Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis, mulai dari studi 

kepustakaan, pengumpulan data lapangan, hingga analisis tematik untuk menghasilkan simpulan 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan relevan dengan kondisi sosial hukum di 

Indonesia. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Efektifitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso 

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan salah satu konsekuensi hukum yang tidak 

dapat diabaikan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Secara normatif, kewajiban tersebut telah 

ditegaskan dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta 

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menyatakan bahwa ayah tetap 

berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak meskipun terjadi perceraian,(Aurellia & 

Halim, 2023). Namun, kenyataan di lapangan sering kali memperlihatkan adanya kesenjangan antara 

hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaan hukum, yang menyebabkan tidak tercapainya 

perlindungan maksimal terhadap hak anak(Safitri & Ahmad, 2024), khususnya di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Arso. 
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Hasil penelitian yang dianalisis dari tiga perkara di Pengadilan Agama Arso, yakni perkara 

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Ars, 23/Pdt.G/2023/PA.Ars, dan 91/Pdt.G/2023/PA.Ars menunjukkan 

bahwa efektivitas pemenuhan nafkah anak sangat bergantung pada latar belakang pekerjaan, 

penghasilan tetap, serta kesadaran hukum pihak mantan suami. Pada perkara pertama, karena pihak 

mantan suami adalah ASN, terdapat dugaan bahwa pembayaran nafkah dilakukan secara teratur, 

meskipun tidak ada aduan resmi yang dapat mengonfirmasi keterlambatan atau kelalaian. Berbeda 

halnya pada perkara kedua dan ketiga, mantan suami yang bekerja secara informal atau musiman 

seringkali tidak memenuhi kewajibannya, bahkan sulit dijangkau baik secara fisik maupun hukum. 

Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan amar putusan yang bersifat condemnatoir tidak menjamin 

pemenuhan hak anak tanpa adanya mekanisme pengawasan dan eksekusi yang kuat,(Rohmawati & 

Rofiq, 2021). 

Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidakefektifan tersebut dapat 

ditinjau dari lima faktor: isi norma hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, 

dan budaya hukum,(Saputra & Saputra, 2024). Secara normatif, tidak adanya ketentuan yang mengatur 

mekanisme pemaksaan pelaksanaan kewajiban nafkah anak secara konkret menjadi faktor utama 

ketidakefektifan. Selain itu, hakim sebagai penegak hukum juga terbatas dalam fungsi pengawasan 

pasca putusan. Tidak adanya lembaga pelaksana yang dapat memastikan transfer nafkah secara 

berkala membuat putusan pengadilan bersifat moril semata,(Jayusman et al., 2020). Di sisi lain, 

rendahnya pemahaman hukum masyarakat serta dominannya budaya non-intervensi dalam urusan 

rumah tangga mengakibatkan lemahnya kontrol sosial dalam penegakan kewajiban tersebut,(Syarhan, 

2021). 

Teori Law as a Tool of Social Engineering dari Roscoe Pound turut memperkuat konstruksi hukum 

dalam konteks ini. Hukum seharusnya digunakan untuk merekayasa perilaku sosial menuju tatanan 

yang lebih adil(Purnama & Iskandar, 2024), termasuk dalam hal tanggung jawab orang tua terhadap 

anak pasca perceraian. Ketika mantan suami merasa tidak ada sanksi konkret atau sistem yang 

mengawasi dan memaksa pelaksanaan kewajiban hukum, maka hukum kehilangan daya rekayasa 

sosialnya. Dalam hal ini, peran negara perlu diperkuat, misalnya dengan membentuk lembaga atau 

unit pengawasan nafkah anak pasca perceraian yang terintegrasi dengan pengadilan agama dan 

lembaga keuangan negara, agar pembayaran nafkah bisa dijalankan secara otomatis melalui sistem 

pemotongan pendapatan atau subsidi berbasis putusan pengadilan,(Saefudin et al., 2022). 

Ketiadaan kebijakan afirmatif dalam bentuk sistem penjaminan nafkah anak dari negara, 

sebagaimana diadopsi di beberapa negara lain seperti Child Support Agency (CSA) di Inggris, turut 

memperbesar hambatan struktural dalam konteks Indonesia,(Simanullang et al., 2022). Di wilayah 

seperti Arso, yang memiliki kompleksitas geografis dan sosial, kehadiran lembaga negara sebagai 

regulator sekaligus fasilitator sangat krusial. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mengandalkan 

putusan pengadilan sebagai produk hukum formal. Perlu pendekatan kebijakan yang menyasar akar 

masalah, seperti ketidakteraturan penghasilan, minimnya kesadaran hukum, serta absennya lembaga 

pelaksana yang dapat menjamin keberlanjutan pemenuhan hak anak sampai usia dewasa,(Munawir, 

2023). 

Dengan memperhatikan keseluruhan dinamika yang terungkap dalam penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Arso sangat ditentukan oleh konfigurasi antara aspek normatif, kelembagaan, 

sosial, dan kultural. Konstruksi hukum ideal yang dapat ditawarkan meliputi penguatan regulasi 

eksekusi nafkah anak, penetapan standar nafkah minimum berdasarkan indeks biaya hidup, serta 

pendirian lembaga penjamin dan pengawasan pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Dengan 

pendekatan teoritik dan kebijakan tersebut, hukum tidak hanya berhenti sebagai norma, tetapi menjadi 

alat nyata yang melindungi dan memenuhi hak konstitusional anak sebagai warga negara. 
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Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah 

Hukum Pengadilan Agama Arso 

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif, 

karena berkaitan langsung dengan hak dasar anak atas kesejahteraan dan perlindungan hidup. Dalam 

tataran normatif, kewajiban ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa 

ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga dewasa,(Kanifah & Santoso, 2024). 

Namun dalam realitas empiris di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, pelaksanaan ketentuan 

tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun dasar hukum telah tersedia, efektivitas pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal yang melingkupi para pihak. 

Secara umum, faktor internal yang paling dominan adalah aspek psikologis dan emosional pasca 

perceraian. Kondisi batin yang masih belum stabil, perasaan kecewa, marah, dan enggan 

berkomunikasi antara mantan suami dan istri menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban 

nafkah anak,(Bakhita, 2024). Dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Ars misalnya, ditemukan 

bahwa kedua pihak telah terpisah selama sepuluh tahun tanpa komunikasi, sehingga kewajiban nafkah 

tidak pernah dipenuhi. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan interpersonal dan kesiapan 

emosional mantan pasangan berpengaruh signifikan terhadap pemenuhan kewajiban hukum. Budaya 

hukum individu juga menjadi faktor penting; rendahnya tingkat kepatuhan hukum dan pandangan 

bahwa hukum hanya bersifat formalistik membuat banyak mantan suami memandang kewajiban 

nafkah anak sebagai beban moral semata, bukan perintah hukum yang harus dilaksanakan,(Yulianto 

& Muhammad, 2021). 

Sementara itu, faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, lemahnya sistem hukum, dan 

minimnya dukungan institusional. Kabupaten Keerom sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama 

Arso merupakan daerah dengan tingkat ekonomi masyarakat yang relatif rendah dan angka 

kemiskinan yang cukup tinggi. Kondisi ini berimplikasi pada kemampuan finansial pihak mantan 

suami dalam memenuhi kewajiban nafkah anak. Selain itu, secara normatif tidak terdapat ketentuan 

yang bersifat memaksa untuk memastikan pelaksanaan putusan nafkah anak. Putusan pengadilan 

agama masih bersifat moral tanpa sanksi pidana, sehingga tidak memiliki daya eksekusi yang 

efektif,(Pratiwi, 2020). Ketika upaya hukum eksekusi diajukan, hambatan biaya dan ketidakpastian 

objek eksekusi sering kali membuat proses tersebut tidak berjalan. Ketiadaan lembaga pengawasan 

khusus atau mekanisme pemotongan otomatis terhadap pendapatan mantan suami semakin 

memperburuk efektivitas pelaksanaan putusan,(Suadi, 2022). 

Dalam konteks ini, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto memberikan kerangka analisis 

yang tepat untuk memahami penyebab lemahnya pelaksanaan hukum tersebut. Berdasarkan teorinya, 

efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana 

atau fasilitas, masyarakat, dan budaya,(Roni Sahindra, 2022). Dari kelima faktor tersebut, yang paling 

bermasalah di Pengadilan Agama Arso adalah aspek sarana dan budaya hukum masyarakat. Tidak 

adanya lembaga penjamin nafkah anak menjadikan amar putusan hakim tidak memiliki kekuatan 

implementatif. Selain itu, budaya masyarakat yang enggan mencampuri urusan rumah tangga orang 

lain turut melemahkan fungsi kontrol sosial terhadap pelanggaran kewajiban nafkah,(Aurellia & 

Halim, 2023). Dengan demikian, hukum di satu sisi telah mengatur dengan baik, namun di sisi lain 

belum memiliki kekuatan sosial dan institusional untuk menjamin kepatuhan terhadap norma 

tersebut. 

Dari sudut pandang teori Law as a Tool of Social Engineering yang dikemukakan oleh Roscoe 

Pound, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana 

rekayasa sosial untuk mengubah perilaku masyarakat,(Saputra & Saputra, 2024). Dalam konteks 

pemenuhan nafkah anak, hukum seharusnya mampu menciptakan mekanisme yang mendorong 
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mantan suami untuk mematuhi kewajibannya, baik melalui sanksi yang tegas maupun fasilitas yang 

memudahkan pelaksanaan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan konstruksi hukum yang 

memadukan norma, lembaga, dan mekanisme sosial. Salah satu bentuknya dapat berupa pembentukan 

lembaga penjamin nafkah anak yang berfungsi menyalurkan pembayaran nafkah melalui sistem 

terpusat dan terintegrasi, mirip dengan Child Support Agency di negara-negara Anglo Saxon,(Alam et 

al., 2024). 

Konstruksi hukum yang ideal bagi pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di 

wilayah hukum Pengadilan Agama Arso harus berorientasi pada tiga prinsip utama: keadilan 

substantif, efektivitas hukum, dan perlindungan hak anak. Pertama, keadilan substantif menuntut agar 

putusan hakim tidak hanya berhenti pada amar formal, tetapi disertai dengan mekanisme pelaksanaan 

yang realistis sesuai dengan kondisi ekonomi para pihak. Kedua, efektivitas hukum dapat dicapai 

melalui reformasi kebijakan yang menghadirkan instrumen pemaksa, seperti pengawasan lembaga 

keuangan terhadap gaji mantan suami atau sistem pemotongan otomatis melalui bendahara instansi. 

Ketiga, perlindungan hak anak harus menjadi orientasi utama dalam setiap putusan, karena anak 

merupakan subjek yang paling rentan dan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan nafkah, 

pendidikan, dan kesejahteraan hingga dewasa,(Nasution & Nasution, 2021). Dengan demikian, hukum 

keluarga Islam di Indonesia perlu dikembangkan tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga melalui 

kebijakan publik yang responsif terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat. 

Diskusi 

Efektifitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso 

Efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan aspek penting dalam penegakan 

hukum keluarga di Indonesia. Melalui analisis data empiris dari tiga perkara di Pengadilan Agama 

Arso, terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara perintah hukum dan pelaksanaan faktual di 

lapangan. Ketentuan hukum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan telah memberikan landasan normatif yang jelas bahwa ayah tetap berkewajiban 

memberikan nafkah kepada anak-anaknya hingga dewasa,(Pratiwi, 2020). Namun, temuan di lapangan 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut tidak selalu berjalan efektif, terutama ketika 

pihak mantan suami tidak memiliki penghasilan tetap atau kesadaran hukum yang baik. Dalam 

perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Ars, misalnya, mantan suami yang berstatus sebagai Aparatur Sipil 

Negara (ASN) dinilai mampu menjalankan kewajiban nafkah anak secara teratur. Hal ini dikarenakan 

adanya mekanisme pemotongan gaji atau pengalihan langsung dari bendahara kantor ke pihak 

penerima. Fakta ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pemenuhan nafkah sangat dipengaruhi oleh 

stabilitas ekonomi dan kepastian sumber pendapatan. Sebaliknya, dalam perkara Nomor 

23/Pdt.G/2023/PA.Ars dan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Ars, di mana pihak mantan suami bekerja 

sebagai buruh lepas dan petani musiman, pemenuhan nafkah anak tidak berjalan sebagaimana 

mestinya. Faktor pekerjaan yang tidak tetap dan tidak adanya mekanisme pemaksaan hukum 

membuat kewajiban tersebut menjadi sekadar moralitas sosial tanpa daya paksa. 

Dari sudut pandang teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini memperlihatkan bahwa 

hukum dalam konteks pemenuhan nafkah anak belum mencapai tingkat efektivitas yang ideal. Faktor 

pertama, yaitu substansi hukum, menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang kuat, 

tidak ada perangkat normatif yang menjamin pelaksanaannya. Faktor kedua, penegak hukum, 

menyoroti keterbatasan hakim dalam mengawasi pelaksanaan putusan setelah inkracht. Faktor ketiga, 

sarana dan prasarana, memperlihatkan absennya lembaga pelaksana yang mampu menindaklanjuti 

amar putusan terkait nafkah anak. Faktor keempat dan kelima, yaitu masyarakat dan budaya hukum, 

menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dan nilai sosial yang masih memandang urusan rumah 

tangga sebagai ranah privat, sehingga tidak ada kontrol sosial yang efektif,(Gausia & Fathur Rochim, 

2023). 
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Analisis terhadap data tersebut memperkuat klaim bahwa efektivitas hukum tidak dapat hanya 

diukur dari keberadaan norma, melainkan juga dari keterpaduan antarunsur dalam sistem hukum. 

Ketika salah satu unsur, seperti sarana pelaksana atau pengawasan pasca putusan, tidak tersedia, maka 

hukum kehilangan fungsinya sebagai pengatur sosial. Dalam hal ini, teori Roscoe Pound tentang Law 

as a Tool of Social Engineering memberikan perspektif yang relevan. Pound berpendapat bahwa hukum 

harus mampu mengarahkan perilaku masyarakat menuju keseimbangan antara kepentingan individu 

dan sosial,(Triana et al., 2024). Dalam konteks ini, hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian 

seharusnya berfungsi sebagai instrumen yang memastikan terpenuhinya hak anak melalui sistem yang 

memaksa dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan 

Pengadilan Agama Arso, ditemukan bahwa pelaksanaan amar putusan sering kali berhenti pada tahap 

deklaratif tanpa pengawasan lanjutan. Tidak adanya mekanisme khusus untuk menegakkan putusan 

nafkah anak menjadi hambatan utama. Meskipun terdapat upaya eksekusi sebagai jalan hukum, 

prosedur tersebut dianggap tidak efektif karena memerlukan biaya besar, waktu lama, dan objek 

eksekusi yang bersifat abstrak,(Saefudin et al., 2022). Hasil wawancara juga mengungkap bahwa 

banyak pihak enggan mengajukan eksekusi karena faktor ekonomi dan ketidaktahuan terhadap 

prosedur hukum, sehingga menjadikan hak anak tidak terjamin dalam jangka panjang. 

Kelemahan struktural tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu 

melindungi hak anak secara substantif. Di sinilah muncul urgensi rekonstruksi kebijakan hukum yang 

mengintegrasikan fungsi peradilan agama dengan lembaga sosial atau lembaga negara lain yang dapat 

menjadi penjamin pembayaran nafkah anak. Dalam perspektif kebijakan publik, keberadaan lembaga 

semacam Child Support Enforcement Agency yang berfungsi memotong langsung gaji mantan suami dan 

menyalurkannya kepada anak atau ibu pemegang hak hadhanah dapat menjadi model yang relevan 

untuk diterapkan di Indonesia(Syafiuddin et al., 2021), khususnya di daerah seperti Arso dengan 

tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Temuan lain menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya 

juga berperan signifikan terhadap efektivitas hukum. Masyarakat di wilayah Arso, yang terdiri dari 

komunitas transmigran dengan latar pendidikan rendah, cenderung menempatkan masalah keluarga 

sebagai urusan privat. Pandangan ini memperlemah partisipasi sosial dalam menegakkan keadilan 

keluarga. Dalam konteks teori efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya 

hukum belum terbentuk secara kuat. Kesadaran kolektif untuk menjadikan hukum sebagai pedoman 

perilaku masih lemah, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan bergantung sepenuhnya pada itikad 

baik para pihak, bukan pada mekanisme yang terlembaga,(Khairunnisa, 2022). 

Fakta empiris tersebut selaras dengan teori sosiologi hukum yang menekankan pentingnya legal 

awareness dalam menciptakan efektivitas norma. Kesadaran hukum individu dan masyarakat berperan 

penting dalam menentukan apakah hukum akan ditaati atau diabaikan,(Khairunnisa, 2022). Dalam 

konteks penelitian ini, rendahnya tingkat kesadaran hukum menjadikan amar putusan pengadilan 

tidak memiliki daya dorong sosial yang memadai. Akibatnya, kewajiban nafkah anak yang bersifat 

hukum positif berubah menjadi sekadar tanggung jawab moral yang tidak memiliki konsekuensi 

hukum ketika diabaikan. Hasil analisis data lapangan juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi 

menjadi determinan paling kuat dalam pelaksanaan kewajiban nafkah anak. Pihak mantan suami yang 

memiliki penghasilan tetap cenderung patuh terhadap putusan, sementara mereka yang bekerja tidak 

tetap sulit diawasi. Hal ini memperlihatkan hubungan langsung antara stabilitas ekonomi dan 

kepatuhan hukum. Namun, hukum seharusnya mampu mengatasi variabilitas tersebut dengan 

menyediakan instrumen yang fleksibel, seperti penetapan besaran nafkah yang disesuaikan dengan 

kemampuan finansial dan kebutuhan anak, tanpa mengurangi esensi keadilan,(Kanifah & Santoso, 

2024). 

Dari aspek normatif, kelemahan implementasi hukum juga disebabkan karena belum adanya 

aturan turunan yang mengatur mekanisme pemenuhan nafkah anak pasca perceraian secara tegas. 

Pengadilan agama hanya berwenang mengeluarkan amar putusan, tetapi tidak memiliki perangkat 

hukum untuk mengeksekusinya jika terjadi pelanggaran. Di sisi lain, ketentuan pidana yang dapat 
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menjerat pihak yang lalai menunaikan kewajiban tersebut juga belum diatur secara eksplisit. 

Kekosongan ini menjadikan putusan hakim tidak memiliki kekuatan memaksa yang cukup, sehingga 

keadilan substantif sulit tercapai. Dalam kerangka teori Law as a Tool of Social Engineering, situasi ini 

menggambarkan bahwa hukum belum berfungsi optimal sebagai sarana rekayasa sosial. Ketika sistem 

hukum tidak mampu menegakkan putusannya sendiri, maka fungsi sosial hukum menjadi lemah. Oleh 

karena itu, perlu dibangun sinergi antara kekuatan hukum formal, moral, dan institusional agar 

pemenuhan nafkah anak dapat dilakukan secara konsisten. Penegakan hukum yang ideal harus 

mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan sosial, sehingga hak anak dapat terlindungi 

secara berkelanjutan,(Purnama & Iskandar, 2024). 

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca 

perceraian di Pengadilan Agama Arso tidak hanya bergantung pada kekuatan putusan hukum, tetapi 

juga pada kemampuan sistem hukum dalam membangun kepatuhan sosial, memperkuat kesadaran 

hukum, dan menciptakan instrumen pelaksana yang efektif. Konstruksi hukum yang ideal harus 

mengintegrasikan norma, lembaga, dan budaya hukum dalam satu sistem yang saling memperkuat. 

Hanya dengan demikian, hukum dapat menjalankan fungsi sejatinya sebagai alat rekayasa sosial yang 

menjamin kesejahteraan anak dan keadilan keluarga. 

Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah 

Hukum Pengadilan Agama Arso 

Pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian merupakan isu hukum yang kompleks 

karena berkaitan dengan keseimbangan antara norma hukum, kondisi sosial-ekonomi, dan perilaku 

individu. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, 

ditemukan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak masih menghadapi hambatan yang signifikan. 

Hambatan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan hukum yang mengatur, melainkan oleh 

rendahnya efektivitas implementasi norma hukum di tingkat pelaksanaan. Data yang diperoleh dari 

sejumlah perkara menunjukkan bahwa sebagian besar pihak mantan suami tidak melaksanakan 

kewajiban nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan, terutama karena 

faktor psikologis, ekonomi, dan budaya hukum yang masih lemah. 

Faktor internal menjadi penyebab utama yang menghambat pelaksanaan kewajiban nafkah 

anak. Hasil wawancara dengan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Arso mengungkap bahwa 

banyak mantan pasangan yang masih memiliki luka emosional mendalam akibat perceraian, sehingga 

komunikasi antara mereka terputus sepenuhnya. Pada perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Ars, 

misalnya, pihak mantan suami dan mantan istri sudah tidak berkomunikasi selama lebih dari sepuluh 

tahun, yang mengakibatkan tidak adanya mekanisme informal untuk memastikan pelaksanaan 

kewajiban nafkah. Situasi emosional seperti ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan komunikasi 

interpersonal berperan penting dalam menjaga kesinambungan pemenuhan kewajiban pasca 

perceraian. Ketika komunikasi terputus, mekanisme hukum formal pun tidak berjalan efektif karena 

tidak ada kontrol sosial maupun komunikasi administratif antara kedua belah pihak,(Jannah & 

Nurbaedah, 2022). 

Selain faktor emosional, budaya hukum individu juga berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah. Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Agama Arso, 

ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih memandang hukum sebagai aturan yang hanya berlaku 

di ruang sidang, bukan sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran 

hukum yang rendah menyebabkan banyak mantan suami tidak menganggap serius amar putusan 

hakim terkait kewajiban nafkah anak. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto 

bahwa tingkat efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, yang 

mencakup pemahaman, sikap, dan pola perilaku dalam mematuhi norma hukum,(Syarhan, 2021). 
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Faktor eksternal juga memberikan kontribusi besar terhadap ketidakefektifan pelaksanaan 

hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso. Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Keerom 

yang masih berada dalam garis kemiskinan menjadi salah satu penghambat utama. Data dari Keerom 

Dalam Angka menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan pendapatan per kapita masyarakat 

tergolong rendah, sehingga banyak mantan suami yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dalam 

kondisi demikian, pelaksanaan amar putusan yang memerintahkan pembayaran nafkah anak setiap 

bulan menjadi sulit diterapkan,(Azani & Cysillia, 2022). Dengan kata lain, kemampuan ekonomi 

menjadi variabel penentu yang tidak dapat diabaikan dalam menilai efektivitas pemenuhan nafkah 

anak. Dari segi ketentuan hukum, masih terdapat kekosongan dalam pengaturan mengenai sanksi atau 

tindakan pemaksaan terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban nafkah anak. Berdasarkan 

analisis terhadap putusan-putusan di Pengadilan Agama Arso, semua amar putusan yang bersifat 

condemnatoir tidak memiliki mekanisme pengawasan setelah berkekuatan hukum tetap 

(inkracht),(Azani & Cysillia, 2022). Upaya hukum eksekusi yang tersedia pun tidak efektif karena biaya 

yang tinggi dan objek eksekusi yang bersifat abstrak, terutama jika pihak mantan suami tidak memiliki 

harta benda yang dapat disita. Hal ini menguatkan pendapat Soerjono Soekanto bahwa efektivitas 

hukum tidak hanya bergantung pada substansi normatif, tetapi juga pada dukungan kelembagaan dan 

instrumen penegakan yang memadai. 

Temuan ini juga memperlihatkan lemahnya dukungan institusional terhadap pelaksanaan 

nafkah anak. Di negara-negara dengan sistem hukum keluarga yang kuat, seperti Inggris dan 

Australia, terdapat lembaga khusus seperti Child Support Agency yang bertugas menyalurkan nafkah 

anak secara otomatis dari penghasilan orang tua yang tidak memiliki hak asuh. Namun, di Indonesia, 

lembaga semacam itu belum tersedia,(Cuesta et al., 2023). Pengadilan agama hanya berfungsi sebagai 

lembaga adjudikatif tanpa wewenang administratif untuk memastikan pelaksanaan putusan. 

Akibatnya, pelaksanaan hukum bergantung pada itikad baik para pihak, bukan pada sistem yang 

memiliki daya paksa hukum,(Rika, 2021). Ketimpangan ini menunjukkan perlunya reformasi 

kelembagaan dalam sistem hukum keluarga Indonesia. Jika dikaitkan dengan teori Law as a Tool of 

Social Engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, maka hukum seharusnya tidak hanya 

berfungsi sebagai norma pengatur, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial untuk mengubah perilaku 

masyarakat,(Jayusman et al., 2020). Dalam konteks ini, hukum harus mampu menginternalisasi nilai 

kepatuhan dan tanggung jawab sosial dalam diri para mantan suami agar mereka memahami bahwa 

kewajiban nafkah anak adalah bentuk kontribusi terhadap keberlangsungan masa depan generasi 

penerus bangsa. Ketika hukum gagal mengubah perilaku sosial, maka hukum kehilangan fungsinya 

sebagai alat pembangunan sosial (social control dan social change),(Syarhan, 2021). 

Pengolahan data dari hasil wawancara dan observasi juga menunjukkan bahwa ketiadaan 

kebijakan sosial yang mendukung turut memperlemah pelaksanaan kewajiban nafkah. Tidak adanya 

program bantuan pemerintah yang secara khusus dialokasikan untuk anak-anak dari keluarga bercerai 

membuat beban finansial sepenuhnya ditanggung oleh ibu sebagai pemegang hak asuh. Padahal, Pasal 

26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa 

tanggung jawab memenuhi kebutuhan anak merupakan kewajiban bersama antara orang tua dan 

negara,(Jannah & Nurbaedah, 2022). Artinya, negara berkewajiban menghadirkan kebijakan afirmatif 

yang menjamin kesejahteraan anak-anak dari keluarga yang rentan secara ekonomi akibat perceraian. 

Data lapangan juga menunjukkan adanya disparitas antara kelompok ekonomi menengah dan bawah 

dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban nafkah. Mantan suami dengan status pegawai tetap seperti 

ASN cenderung lebih patuh karena adanya sistem administrasi yang memungkinkan pemotongan gaji 

secara langsung untuk pembayaran nafkah. Sementara itu, mereka yang bekerja di sektor informal 

tidak memiliki mekanisme serupa. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak 

hanya bergantung pada moralitas individu, tetapi juga pada keberadaan sistem administratif yang 

mendukung pelaksanaannya,(Sebriyani, 2023). Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif 

harus diikuti dengan pembentukan sistem yang memudahkan pelaksanaan kewajiban secara otomatis 

dan transparan. 
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Selain persoalan ekonomi dan kelembagaan, dimensi budaya hukum juga berperan besar dalam 

menentukan efektivitas pelaksanaan nafkah anak. Berdasarkan hasil observasi, masyarakat di wilayah 

Keerom masih cenderung menganggap persoalan rumah tangga sebagai urusan privat yang tidak 

layak diintervensi oleh pihak lain. Pandangan ini membuat pengawasan sosial terhadap pelaksanaan 

nafkah anak menjadi lemah. Dalam perspektif teori efektivitas hukum, fenomena ini menggambarkan 

belum terbentuknya legal culture yang kuat di masyarakat, di mana kepatuhan hukum belum menjadi 

nilai intrinsik dalam perilaku sosial,(Syarhan, 2021). Secara konseptual, hasil penelitian ini mendukung 

pandangan bahwa efektivitas hukum merupakan hasil dari interaksi dinamis antara faktor normatif, 

sosial, dan struktural. Dalam konteks pemenuhan nafkah anak pasca perceraian, kegagalan 

pelaksanaan bukan hanya mencerminkan kelemahan norma hukum, tetapi juga kegagalan sistem 

hukum dalam mengintegrasikan dimensi sosial dan ekonomi dalam penegakan hukum keluarga. 

Untuk itu, diperlukan pembaruan hukum yang tidak hanya berfokus pada pembuatan norma, tetapi 

juga pada pembentukan lembaga penjamin pelaksanaan putusan dan peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat. 

Pembahasan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Arso saling berhubungan secara 

kompleks. Faktor internal seperti emosional dan budaya hukum individu, serta faktor eksternal seperti 

ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan publik, membentuk satu sistem yang menentukan efektivitas 

hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang ideal harus bersifat holistik, dengan mengintegrasikan 

pembinaan kesadaran hukum, penguatan lembaga pelaksana, dan dukungan sosial-ekonomi dari 

negara. Hanya dengan pendekatan multidimensi semacam ini, hukum dapat berfungsi efektif sebagai 

alat keadilan dan perlindungan bagi anak-anak korban perceraian. 

Kesimpulan 

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso belum 

berjalan secara efektif sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah anak sangat bergantung pada 

kondisi sosial-ekonomi, kesadaran hukum, serta hubungan interpersonal antara mantan pasangan. 

Faktor internal seperti kesiapan emosional, komunikasi pasca perceraian, dan budaya hukum individu 

terbukti menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban hukum, sementara faktor eksternal berupa 

keterbatasan ekonomi, ketiadaan mekanisme hukum yang bersifat memaksa, dan lemahnya dukungan 

kelembagaan semakin memperburuk situasi tersebut. Dengan demikian, kesenjangan antara norma 

hukum dan kenyataan sosial masih menjadi persoalan utama dalam penegakan hukum keluarga di 

wilayah ini. 

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dengan menegaskan bahwa 

efektivitas hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi harus 

dilihat sebagai hasil dari sinergi antara norma, struktur kelembagaan, dan kesadaran sosial. Temuan 

ini memperkuat relevansi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori Law as a Tool of Social 

Engineering dari Roscoe Pound dalam konteks hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam menjamin 

hak anak pasca perceraian. Secara praktis, penelitian ini memiliki nilai kebijakan yang penting karena 

mengusulkan perlunya pembentukan lembaga penjamin nafkah anak yang terintegrasi dengan sistem 

peradilan agama, serta mendorong reformasi kebijakan publik yang berbasis perlindungan anak. 

Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak hanya menjadi perangkat normatif, tetapi juga instrumen 

sosial yang berfungsi melindungi hak anak secara konkret dan berkelanjutan. 

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

pemenuhan nafkah anak, ruang lingkup kajian masih terbatas pada wilayah hukum Pengadilan 

Agama Arso dan belum mencakup perbandingan antarwilayah atau tinjauan lintas sistem hukum. 

Selain itu, penelitian ini belum melibatkan variabel institusional yang lebih luas seperti peran 

https://doi.org/10.55098/jolr.v4i1.171
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pemerintah daerah atau lembaga sosial dalam implementasi kebijakan hukum keluarga. Oleh karena 

itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas cakupan dengan menggunakan pendekatan komparatif 

antar daerah serta analisis kuantitatif terhadap tingkat kepatuhan mantan suami dalam memenuhi 

kewajiban nafkah anak. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada evaluasi kebijakan hukum 

nasional dalam membentuk mekanisme pengawasan nafkah anak sebagai bentuk konkret dari 

penguatan perlindungan hukum terhadap anak-anak pasca perceraian. 
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